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_ Abstrak
Dalam #paya pemberdayaan masyarakal, utamanya di bidany bk,
advokat pemiliks peran yang amat vital. Konsep bantuan hukum, yang telah lawma
terlenrbaga di negara ini, juge bevkoniribusi besar dalam meningkatkan kesadearan
dan pengetabnan masyarakat ferbadap hukum. Tulisan ini prenguraikan peran-
peran fersebui serta perkenthangan kansep bantuan buksy di Indonesia.

A, Peran dan Fungsi Advokat

1. Peran dan Fungsi Advokat dalam Memberdayakan Masyarakat
sebagai Salah Satu Pilar Penegak Hukum

Kehidupan bermasyarakat tentu tidak terlepas dari norma-norma
hukum yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bersama agar tercipta
suatu kehidupan vang harmonis. Oleh karena itu, kehidupan dalam suatu
masyarakat tidak pula terlepas dari hukum. Hal ini sebagaimana peparah
Romawi yang diutarakan oleh Cicero dalam bahasa Latin, yattw b/ socieias
ihi jus” yang berarti “di mana ada masyarakat, di situ ada hukum”. Adapun
sumber-sumber hulkum bukan hanya undang-undang. Prof. Dr. Mochtar
Kusumaatmadia, S.H., LL.M. dan Dr. B. Arief Sidharta, S.FH. menyebutkan
vang termasuk sumber-sumber hukum dalars argd formal adalah:

a. undang-undang;

b, kebiasaan;

I L’f’purnmn prﬂncmr']ﬂnn f\fa;riQprllrienQi\'
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sd. trakiat atau pesjanjian;. . S _ _
-e. pendapat ahli hukum: telkemuka scbaoa; sumb(,r tambqhaﬁ
(dOl\Lﬂﬂ)

_ Umuh menewakkan hukum terqebut dlpellukan kebemdaan
'apar t _penequ hukum scbqu penun}ang daiam suatu sub sistem
-radilan. pidam }anw tcrdm éau kepolxsmn lac]aksqan pf:;lgadﬂzm
d pemasyaralﬂtan T : - _
o Dalam mempcrtqhq kan haL haLma bcrdasalkan hul&um '_
| masmml\a{ smgf& membu uhL n ]asa dari seomng advoixat Profesi
adv _nt bukan semata- mata untuk mencari nafkah namun terdapat
pula 1deahsme dz dahmnm (sepcrtx nilai Leadﬂan dan Lebenalan)
serta momhms yang sangat él}un] ung tinggi. Seim itu, Pasal 5 ayat (1)
Unéano Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat)
menyebutkm bahwa advois.at tesrmasule penegak hukum, -

' Sebagai pengemb’tn profest mulm, advokat. d1tuntui untuL
melaksanakan profesi hukumnya dengan mendasarkan dm pada nilai-
mhl momhtas umum (c"a;?z;;wﬁ wmiorality) sepetth:

a. mlal nilai hemanuslaan (bzmzamgj) dalam arti penghorm"amﬂ pada

_ martqbqt Lemanus]aan \

b. nilai keadilan (/zf,rz’zce) dalam ard dorongan untuk selalu membcul\an
kepada orang apa yang menjadi haknya;

c. nilai kepatuhan atau kewajaran (reasonableness), dalam arti bahwa upaya
mewujudkan ketertiban dan keadilan di dalam mas_vaml\z‘at,

d. nilai kejujuran (bonesty), dalam ardd adanya dorongan kuat untuk
memelihara keiujuran dan menghiadari did dari perbuatan yang

curang;

e. kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan
kehormatan profesinya; serta

“nilai pelqunm kepentingan pubhk (to serve j)ﬂb[zf z;zz‘ew;/) dalam arti

i

bahwa di dalam pengembangan profesi hukum telah srberent semangat
keberpihakan pada hak-hak dan kepuasan masyarakat pencari keadilan

! Mochtar Kusumaatmadija dan B. Ardef Sidharta, Penganiar U Hukune: Suatn
Pengenatan Pertama Ruang Linghup Berlakunyea Inm Hukun, Buka 1, (Banduag: Alumni,
2000), hlm. 60.

* Mardjono Reksodiputro, Kewinologi Dan Sisiem Peradilan Pidana: Kumpalan
Karangan Buku Kedna, {Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum,

1997y, him, 138.
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yang merupakan konsekuenst langsung dari dipegang teguhnya nilai-
“nilai keadilan, kejujuran, dan kredibilitas profesinya.

~.Dalam mengemban tugas dan fungsi tersebut, profesi advolkat
haruslfzh mdependcn sehingga dalam men]'dani\,an tugasaya dia tidak
-rwu ragu membela semua L,epentmgan kliennya. Hal ini dinyatakan
‘secara tegas di dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang berbu11y1 e
“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandir mng '
dl}qmm oleh hukum dan peraturan perundfmc? undaﬂcaa '

Indcpmden& advo kat perlu dzjamm agar dalam mgasnya membela
udak dlpengqruhl oleh pihalk lain, baik itu berupa tekanan, mumzdasi
ancaman, suap, janji-janji, dan lain sebagainya. Campur tangan it
bisa saja dasi kekuasaan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif, baik
secara langsuﬂg atau tidak langsung: Oleh karena itu, profesi advokat
harus dijamin dalam ranglcl melindungi dan mengangkat harkat dan
martabat manusia.

Kebebasan profesi advokat dalam menjalankan tugasnya h’l.i‘LlS
diimbangi dengan tanggung jawab, antara lain terhadap negara,
masyarakat, pengaddan, klien, dan pihak lawannya. Dalam kaitannya
dengan hal tersebut, sangat menarik apa vang dikatakan Lord
Macmillan, seorang lord Advocate-General di Skotlandia dan penasehat
Hongse of Lords, yang menyatakan bahwa kewajiban scorang advokat
terdisi dari ima bagian peating, dan dijelaskan sebagai berikut.

T the discharge 0f his office the advocate bas a duty fo bis client, a duty to
bis opponent, a duty to the corrt, a duty io bimself and a duty to the siate.”
(The Art of the Advocate by Richard Du Cann),

Dengan demikian, seorang advokat dalam membela, bertindalk,"
dan menunaikan tugasnya harus selalu memperhatikan kewajiban
terhadap klien, terhadap lawannya, tethadap pengadilan, terhadap
diri sendiri, dan terhadap negara. Jadi, tanggung jawab advokat bukan
semata-mata kepada kliennya dan membenarkan semua yang dikatakan
atau diperbuat kliennya, qebngimqm seringkali dipelesetkan “maju terus
membela yang membayar”, tetapi juga harus membela kepentingan lain
seperti yang diutarakan oleh Lord Macmillan tersebut di atas. Sebagai

srotestyang ol o o b v oo G T e A AT R AT TUTAS
I YailE i s &
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dzixi__-:f_u_ﬁgs_inya'.perlﬁ memperhatikan.bagaimana dia harus. bersikap
- d_a“r}':bé_'r'p er_ﬂ_akﬁ,'--b_aik terhadap klien, teman sejawat (kolega), pejabat,
: ;p'a'rfl'pénegék“hukum '}aéimvzi'- penga&ilan dan sebagainya; Hal int
sebagaim@nq tercermin dalam -Basic Principles on the Role of Lamyers®
Jjuga mengfltur pemhal Dm‘ze& and Reyﬁo;z&zbdzz‘:w Qf Lazzjerx dalam butir-
bumnya sebagal berﬁxuz : : '

1 2 Lazzyeu Jbaf/ at zz/f e ﬁzammzﬂz f/.l}'t’ bmzof" zma’ dz;gml) fJf szez: pi ofm‘sm
s essential agents of the-administration of justice; '
13 e duties of lawyers towards their clients shall include:
‘a. advising clients as 10° their legal rights and oblipations, and as fo
. the working of the legal system-inn so far as it is relevant fo the legal
o pSyshenis in o far as it is ?e!e.vmn‘ to f/Je legal vights and obligations
waf the:clients; - : -
b, Lassisting clients in ewry appf@bmzz‘e way, aid Imém‘g legal action to
rotect their inferests;” ' \
g aisisting clients before courts, tribunals  or' administrafive authorities,
where appropriate; '

oo 14 Lapyers in profecting the rights of their clients and in provoting the caitses
- of justice, shatl seef to uphold buman rights and fundamental freedoms
©ecognized by national ajnd international law and shall at all times act freely

vand difipently in accordance with the law and vecopnized siandards
and ethics of the legal profession;
A5 Lawyers shall always loyally vespect the intevests of their olient.

* Sedangkan  tugas ‘dan fungs: sosial yang mulia dari sescorang
advokat diramuskan dalam Delklarasi Montreal yang menyatakan
sebagai berikut. '

"It shall be the responsibility of lanyers to edneate members of the public abont

o the principles of the Rufe of Lam, ihe inportance of the independence of the

Judiciary and of the legal profession and to inform them abont their vights and
duties and the velevant an available remedies.”

* Basic Principles on the Role of Lawyers diceraskan di Milan, Itafia pada 26 Agustus-G
Seprember 1985, disusun oleh United Nations Sub Commission on the Prevention
of Discriminatdon and Protecton of Human Rights, vang kemudian disahkan oleh

United Nations General Assembly tanggal 29 November 1985,

JENTERA®@ESs 19 - Tahun VEApril-Juni 2009 47




- Tanggungjaws rab advokat untuk mﬁtﬂdldlk masyarakat tentang m/e '

' Qf lap sungguhrtidak mudah. Hal ini disebablkan oleh kesadaran hukum
_masvamlﬂt (!czw zzf)zdma society) Indonesm yang: tld“lk sama tingkatanny: a

dengfm persepsinya sebagai. cifi ]xhas dari’snatu masyarakat majemuk
(beterogeneoss society). Alxﬂl‘l tetapi,: hal, tersebut justru.menjadi
- tantangan bagi para advokat untuk mengemban tugas mulia mrsebut
‘karena pada dasainya Lcseluruhan ‘tugas advokat daiam mcmbela dan -
' __memberl nasehqt huhum Lepqda ﬂlaSV’irak'{t adalah tugas yang muha

~(officiunr nobilé). . e B5ine,

Pcmberday%n masyamkat m&mﬂﬂd bentui; berup’t menzngiﬂtlx.an
akses ‘masyarakatke dalam kinerja pemerintahan dan meningkatkan
kesadaran hukum masyarakat. Kedua hal tersebui.dapat dimasuklkan
sebagai “budaya -hukum” dan merupakan rangkaian vyang tidak
terpisahikan satu sama lain karena peningkatan akses masyarakat tanpa
disertai oleh peningkatan kesadaran hukum akan menimbulkan ekses
pemaksmn kehendak bahkan memunculkan karakter anarkis.

Sebagai realisasi dari tugas dan tanggung jawabnya, para advokat
diharapkan untuk senantiasa berperan memberikan kontribusi dalam
pembaharuan dan pembangunan hukum. Halini sesuai dengan fungsi
dan peranan advokat sebagai aqgen? of law development, yaitu berperan
dalam ‘pembangunan hukum (law developmens), pembaharuan
hukum (Jaw reform), dan pembuatan formulasi rumusan hokoem (fw
shapig).

Pembangunan hukum (lew develgpmeni) 1alah mendorong dan
mengarahkan perkembangan hukum melalui penyusunan daan
pembentukan undang-undang dan perkembangan hukum kebiasaan
yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, Pembaharuan
hukum (Ja reforms) ialah merombak dan memperbaharui hukum yang

tertulis dan tidak tertulis yang sesuai dengan perubahan dan kemajuan

kesadaran dan aspirasi hukum yang hidup dalam masyarakat.
Pembuatan formulasi hukum (Jaw shaping) diwuwiundkan melalui
undang-undang dan hukum kebiasaan yang dengan tegas dan jelas,
memuat dan menampung asas-asas, norma-norma, dan syarat-syarat
hukum yang memihak pada yang lemah, melarang penyalahgunaan
kekuasaan, melarang perbuatan yang menindas, melarang sistem
perekonomian yang monopolistis, melarang persaingan yang tidak
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bentuk kartel monopoh dsb.; melarang perbuatan-perbuatan yang and-
demokrams dan melindungi halwhak asasi manusia serta keadilan sosial.
Daii !czz; deye/apwazt e fefamz, dan Jan shaping ind, advokat. d1hampl&an
dapat mcmbudfwalnn masyarakat.dan menjadi pitar. panw@l\, huLum
untuk masyaralﬁt e e i

i Dcngzm tgas- tugfzs vmg Lompleixs tezsebut dqlam fmasy. rarakat, 1'1’1’11&{1
o pantaslah ’lp’lbila para advolat d:i%umpun dalam suata, .organisasi profest
- advokat yang. kompeten dan mempuinyai Wibawa untuk menggqhﬂg _

S _persatuan dam fmsaman ad\ okat d1 selurub. lndonesza

2. Oﬁr_ganisési Ad_v_okat.yang 'Ind_ependen dan_ -Imparsial

" Untuk dapat ‘memiliki suatu orgamisasi profesi advokat yang
Lompeten dan mempunyai wibawa sekaligus dapat menggalang
persatuan -dan. kesatuan advokat di seluruh Indonesia, organisasi
advokat tersebut haruslah independen dan imparsial. Salah satu ciri dari
independensi dan imparsialitas organisasi advokat adalah pembentakan
jajaran pengurusnya-dilakukan melalul pemilihan oleh para anggota
organisasi advokat secara bebas dan terbuka sehingpa tercipta organisasi
profesi yang self. governing, di mana keuanganava (kas) harus diisi dari
pungutan iuran anggota dan tidak boleh diperoleh dari lvar yang
bersifat mengikat. Pemilihan peagurusannya tidak boleh dicampuri

~apalagi didikte oleh lembaga eksckutf, legislatif, atan yudikatif. Selain
itz pemilihan pengurusaya dilakukan dalam suatu kongres nasional para
advokat dengan menggunakan mekanisme oge sman one vote.

- Saat ini di Indonesia terjadi dualisme organisasi advokat, di mana
terdapat dua organisasi advokat yaita Perhimpunan Advokat Indonesia
(Peradi) dan Kongres Advokat Indonesia (IKKAT) yang masing-masing
mengangeap dirinya sebagai organisasi advokat yang sah sebagaimana
yang diatur dalam UU Advokat. Sebenarnya kedua organisast advokat
tersebut memiliki kelemahannya masing-masing terutama menyangkut
proses dan wakta penditiannysa.

Peradi yang dibentuk pada tanggal 21 September 2004, proses
pembentukan jajaran pengurusnya disinyalir tidak dilakukan melalui
sistem ene man one vofe oleh para anggota otganisasi advokat akan
tetapi dilakukan melalui perwakilan daxi setiap organisasi advokat yang
sudah ada pada saat itu. Padahal, untuk menegakkan independensi dan
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imparsialitas ‘organisasi advokat, maka pembentukan jajaran pengurus
organisasi advokat harus melalui pemilihan oleh para anggota organisasi
advokat (one man one vore) secara bebas dan terbu a sehmggq tc,r(:ipta'
organisasi profesi yang seff soverning. e : s
Pelaksapaan prinsip good goveriance masih Luzang dilaksanakan oleh
_-_Pemd] Se]'un pemlhhan pengurusnva yang tidak dilakukan deno“m_ :
o mman gite B0ty juga dalam hal keterbukaan, da11 transparasi mengenal
' _pengelohan Leu’mgann}a y’u‘.lg belum beljalan baik. Sudah mea}ach_'_
‘fakta tidak terbantahkan yang sudah dikenal umum bahwa hampir setiap .
organisasi memiliki kelemahan dalam manajemen keuangan, batk itu
organisasi bisokrasi maupun organisasi sipil. Halini vang perlu diperbaiki
oleh Peradi jika ingin menjadi suatu organisasi profesi advokat Vang
kompeten dan berwibawa. :

- Sedangkan keberadaan IKAT juga mempunyai kelemahan tersendiri,
Adanya IAT telah menciptakan dualisme, hal ini karena dalam UU
Advokat hanya diamanatkan adanya sebuah organisasi induk advokat
(Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 32 avat (4) UU Advokat) sebagal national bar
assoczation. Selain itu, pembentukan KAT sendisl yang melalui kongres
pada 21 Mei 2008 telah melampaul jangka wakiu pembentukan
organisasi advokat sebagaimana vang ditetapkan dalam Pasal 32 ayat (4)
UU Advokat yang menyatakan: "Dalam wakin paling lambar 2 (dua) iabun
selelal) berlafnnya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat felaly serbenfnk.”-

Terkait penerapan prinsip gosd governance, dalam menjalankan
organisasinya, XA juga perlu menerapkan prinsip tersebut dalam jika
mereka ingin menjadi suatu organisasi profesi advokat yang kompeten
dan bewwibawa. '

Kedua organisasi advokat tersebut juga telah melakukan tindakan
vang dapat membuat masyarakat meragukan independensi dan
imparsialitas profesi advokat. Baik Peradi maupun KAT berusaha
mencari dukungan berupa legitimasi, baik dari Pemerintah Republik
Indonesia maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia. Padahal,
suatu organisasi advokat tidak boleh dicampuri apalagi didikte oleh
lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif,

Oleh karena itu, dapat dikerahui secara jelas bahwa jaminan
independensi dan imparsialitas organisasi profesi advokat hanya dapat
diperoleh dari pemilihan jajaran pengurusnya yang dilakukan secara

DElyas, jUjuT, INAependen, aan (Mparsial, Deniian tersebut Harus
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dzlqlxul\,an oleh mdmdu dan bukan dalam:bentuk suara dari penvalqian
- .delapan orgamsam advokat vang diakui UU. Advokat. . .

- Selain itu, dalarn pemlhhan ketua umum. tldal boleh iagz ual beli
suara,intervensidari luar, baik secara 1an<rsung maupun tidak langsung,
© dar cabang Lclxuasqa.n  negara manapun. Independensi merupakan suatu
- hal. yang, mutlak, substanuf dan. mend'isar unwk chmllzlq oleh. piofeql

: ':Dengan adaﬂva mdependensl d‘tn 1mparslahtas orgamsam profesl
advokar, dlharapkan tidak ada lagi ‘campur tangan pemetintah dalam
kcglatfm internal organisasi advokat di Indonesia. Di samping itu,
organisasi. advokat dibarapkan dapat bersikap tegas terhadap kasus
malpraktik, penangeulangan judicial corruption, mempunyai sikap tethadap
pelanggaran kode etik profesi advokat, dan mengambil sikap terhadap
masalah conflict of  interest ymg rawan teljadx dalam pekerjaan advekat
sehari-harl. . :

- Dengan demikian, organisasi qdvakat dapat menjs jalafikan fungsmx a,
baik dalam hubungannya dengan anggotanya (fungsi internal) maupun
dalam hubungannya dengan masyatakat (fungsi eksternal). Saat ini,
praktis kedua organisasi tersebut di atas dan juga delapan organisasi
sebelumnya tidak menjalankan misi sebagal bar assocagion. Konflik
antara. Peradi dan KAI juga telah menimbulkan kekhawatiran yang
logis di masyarakat, bahwa akhirnya masyarakat, khususnya pencari
keadilan, dirugtkan karena tidak dilindungi dari pelanggaran kode etk
dan malpraktek lainnya sebagai akibat konflik kedua organisasi advokat
tersebut.

“Menurut hemat penulis, yang harus dilakukan untuk menghentikan
konflik ini adalab, mendorong dilakukannya rekonsiliasi dan bukan
mendirikan organisasi batu sebagai wational bar association yang pada
akhirnya menimbulkan dualisme. Dengan melihat sejarah pembentukan
organisasi advokat di Indonesia yang selals mengalami masalah jika
ingin disatukan dalam wadah tunggal organisasi advokat, dapat ditarik
kesimpulan bahwa pada dasarnya, secara alamiah Indonesia menganut
alti-bar associations. Schingga, solusi terbalk dalam mengatasi kisruh
mengenai wadah tunggal organisasi advokat adalah dengan mengalkui
bahwa sistem waulti-bar associations atau federation of bar associations adalah
bentuk yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia.
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B Bantuan Hukum di Indonesia™
Salah satu fungsi'advokat dalam- hubung’mn}a dengan masyarakat
adqhh memberikan akses pembchan dari seorang advokat atau permbela
umum (fit"é‘ﬁ.f.l fo legal toitirsel) gepada masy arakat, Perolehan pembelaan dati
seorang advokat atau pembela winim adalah hal asasi setiap orang dan
“mer upfd«ln salah satu unsur undik ‘merperoleh keadilan (aeess o Justice)
‘bagi semua orang _/m‘l?&f Jorall). Keadilan, menurut Atistoteles, h’uus_
dibqgikan oléh: negara kepada semiua ofang, dan hulxum vmg mempumm_
- tugas menyigqnyq agat keadilan - ‘sampal kepada semua orang* Kalau
ada dua orang bersengixeta datang ke hadapan hakim, mereka hariis
diperlakukan sama (aitds of alteram paries) schingga semua orang memiliki
hak untuk _jdip erlalailean sama di hadapan holkum fegualizy before the lam).

-~ Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan
tdak séats, attinva kalau ada persamaan di hadapan hultum, maka harus
diimbangi juga dengan persamaan pertakuan (egnal freaiment). Kalau orang
mamptt dapat dibela advokat, maka fakir miskin harus dapat dibela pembela
umum secata pro boio publico. Menurut Cecil Rajendra, seorang aktivis hale
asasi manusia yang juga advokat di Malaysia, bantuan hukum bukanlah
semata-mata pro bono prblic tetapt juga merupakean pro justico. Sehingga, tidak
ada scorang pun dalam negara hukum vang boleh diabaikan haknya untuk
memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela nmum, dengan
tidak memperhatikan latar belakang agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan
politik; strata sosio-ekonomi, warna kulit, dan gender. '

* “Keadilan adalah suatu kebijakan politik vang atugan-aturannya menjadi dasar
dari peraturan negara dan aturan-ataran ini merupakan ukuran tentang apa yang hak”
(Aristoteles). Menurut Aristoteles, orang harus mengendalikan diri dari plorexia vaito
memperoleh keuntungan bagi diri sendisi dengan cara merebut apa yang merupalkan
kepunyaan orang lain, atau menolak apa yang scharusnya diberikan kepada orang

lain: Asistoteles mendekati masalah keadilan dari segi persamaan. Hukum hendaknya

menjaga agar pembagian yang demikian sengntasa terjamin dan dilindungi dari

perkosaan-perkosaan tethadapnya. Dalam hubungan ini ia membedakan ansara:

- Keadilan distribuif (}ﬁﬂg mempersoalkan bagaimana negara atan masyarakat
membagi-bag? sumber daya itu kepada orang-orang).

- Keadilan korekef (yang menciapkan kriteria dalam melaksanakan huluam sehari-
hari, kita haros mempunyal standar vnmem uneal memulibkan akibat tindakan yang
dilakukan orang dalam hubungannya sata sama lain).

Likat Satjipto Rabardjo, s Hekwuw, Bandung: PT Ciora Aditya Bakd, 2000), him.

163.
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1. Se]aiah Eonsep Bantuan Hukum di Indonesia . .- ..
- “Berbicara tentang sejarah | bantan hukum di Indonesia tldaix ciapat

dlle’lSlxaﬂ d*ui scjarah advokat di Indonesm karepa bantuan hukum

adalah b@gian mtegrai dariprofesi advokat, vang chlxcrnl dengan pekerjaan
prabono pablico. dl mana advolkat berkewajiban nntuk memberikan
- pembelaan dan komuhass ‘hukum secara cuma-cuma kepada fakir
-miskin. Bantuan hukum ini mulai d11>.€1111 p&d’l zaman Belanda sehingga
_ l\_onsep bantuan hul kum, di-Indonesia banyak dipengaruhi.oleh konsep
bantuzn hukum yang ada di. Bropa, walaupun ‘di kemudian hasi dalam
perlx.embangannyfz banvak dlpent‘raruhl oleh model bantuan hukum di
Australia dan Amerika Sedkat.® :

“28¢jarah keadvokatan diladonesia betmula pada zaman kolonial Belanda, di mana
model advokar Indonesia dengan sendirinva adalah seperti model advokat Belanda,
Di Hindia Belanda, sampai pertengaban tahun 1920-an, semua advokat dan notaris
adalah orang Belandsa, tidak scorangpun dati golongan Indonesia asli dan China yang
terjun ke profesi‘ini. P@da awal dibukanya pendidikan hukum bagl orang Indonesia,
lesempatan ini hanya terbuka bagi kaum privayi Jawa, oleh karena pendidikan hukum
dipandang sebagai persiapan untuk menjadi pegawai pemerintah.

= Selama pereengahan ahad kesembilan belas, pendidikan yang tersedia adalah
untul jabatan pegawai, guru, dan perawar keschatan. Pada saat pemerintah di Batavia
mengumumkan akan didikan sekolah hukum bagi orang Indonesia, para ahli hukum
Belanda menentang L_,qs_;ib‘m itu dcno"zm alasan babwa orang Bumi Putera tidak siap
unfuk memenuhi runtutan ;xndld;&m dan pekerjaan Bukum yang berat, Pemerintah
mengesampingkan keberatan tersebut dan pada tabun 1909 membuka Rechissehoo/ di
Batavia: Akan retapi saru-sarunya repuan dididkannya Redécechoo/adalah unmuk menyediakan
panitera, jaksa, dan hakim. Ludusannya ddak dapat menjadt advolar atar nozars, Pada
tahun 1910-an akhir, para lalusan dari Bechirsghos/ diberi kesempatan untak meraih gelar
wmeester i de vechten di Belanda,

Pada tzhun 1924, sebuah fakultas hukum didirikan ¢i Batavia: Rechishgseschoo!,
Dengan tersedianya peadidikan hukum ini, maka kesempatan bagi orang Indonesia
untuk menjadi advokat semakin terbuka, Advokar Indonesia vang pertama adalah M
Besar Mertokoesoemo, vang juga membantu para advokat Indonesiz lainnya untuk
memulai karier sebagat advokat. Lihar Daniel 5. Lev, Habaw dan Politik di Indonesia:
I\’f.riﬂ_c}zfzbm{gmz dan Pernbahan, (Jakarta: LP3ES, 1990), him. 310-334.

* Sepertd yang dikutip oleh Abdurrahman, Adnan Buyung Nasution menjelaskan
bahwa: “Bantuan hukwm sebagat hukum (dgal dnsitution) yang kita kenal sekarang ini adalah
barang baru di Indonesia. Dia ddak dikenal dalam sistern hukum teadisional. Dia bare
dikenal di Indonesia sejak masuk atau diberdakukannya sistem hulkum Baras di Indonesia.
Bermula pada tabun 1848 ketika negara Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah
hukumnya, Berdasarkan asas konkordansi, maka firman Raja tanggal 3 Marer 1848 8. 1848
No 10 Pasal 1 vang menyarakan balwa pada sast berlakunya perundang-undanean baru,

dihapuskan kekuatan perundang-undangan hukum Belanda kuno dan hukam Romawi

L
(2
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" Pada tahun 1959, Adnm Buyung Nasution" menerima dukungan
sepenuhnva dari Jaksa Agung Soepmpto dan Besar Mertolxoesoemo , pada
- saat ity menjabat sebfzozu Menteri Kehakiman, untuk: mengembangkan _
suatu divisi pembelat umuim bagi masyarakat dalam lingkungan Kejaksaan
Agung Para tokoh ‘ini: berl;om:tmen pqda p11ns1p keadilan sosial dqn'
mehndung1 rakyat dari’ tmdq kan’ negfua yaig melewati bams Algm tetapi,
S semua mc,nycm]m bahwa saat. o bukamlah W’lktu yang tepat umuh
' meIaLsanakan rencana merekd %211 ena negara masih bemda di bawah rezim -
yang otoriter dan‘ide akm Lebeb’tsa'fi 'tersebut akan dipandang sebagai
gerakan revolissi untak menentang o pemenntah. Tde tessebut diformulasilan
lebih fanjut pada waktu dimulainya pemerintahan rezim Soeharte dengan
anggapan bahwa Soeharto akan menunjukkan antusiasmenya mengenzu
perbaikan hukum dan penegakan hak asasi- manusia. -
~Pada 1968, sejumlzh advokat, akademisi, dan mahasiswa melakukan
;uk rasa mendesak dilaksanakannya ide kemanusiaan para nasionalis
vang berkelanjutan. Lembaga [lmu Pengetahuan Indonesia (LIP]) secara
simultan mengadakan seminar tentang ekeforal reform guna mendulkung
keinpinan untuk perubahan setelah beberapa tahun di bawah Lckuqsmn
tirani dan Leterpul ukan ekonomi. :
 Diskusi mengenai kemungkinan pembentukan bantuan hakum untuk
falir miskin masih belum dapat berjalan karena perkembangan politik yang
terjadi pada saat itu. H.J.C. Princen, seorang aktivis hak asasi manusia, Mochtar
Lubis, seorang penulis, Yap Thiam Hien, seorang tokoh da kalangan etnis
China, PK. Ojong, pendiii dari harian nasional Kompas, Ali Sadikin, mantan
gubernut Jalearta, serta Arief Budiman, Kusumo Besar, dan Sukardjo Adidjojo,
yang pada saat ita memimpin Persaruan Advokat Indonesia (Peradin),
mengambil bagian dalam pendirian konsorsium pada tahun 1969, yang
memberikan kontribusi untuk mendirikan organisasi bantuan hukwn modern
pettama di Indonesia yang menyediakan pembelaan bagi fakir miskin. '
Pada perkembangan selanjuinya, Buyung terpilih dalam Kongres
Peradin sebagai project afficer; vang harus mendisikan pelayanan bantuan

Kuno. Mengingar haru dalam peraturan itulah diator unmk perrama kalinya lembaga
advokat, maka dapatlah dipetkirakan bahwa bantuan hulkum dalam art formil bara mulai di
Indonesia pada selitar tahun tersebut. Hal itupun baru terbatas bagi orang-orang Eropa saja
di dalam peradilan Read van Justitie. Sementara ien advokat pertama bangsa Indonesia baru
membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada sekitar tahun 1923 Lihat Abdurrahman,

AP pee Bt PR 44 indniest, (Jakartt Lendana Press, T980), him, 20,

[ 5]
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“hukum di semua cabang-cabang Peradin di seluruh Indonesia. Namun,
- perlmsqh dari lembaga-lembaga bantuan hukum di daerah ditentang keras
oleh Pemerintah Orde Baru schingga niat mendirikan cabang-cabang
lembam bantuan hukum di daerah dirunda beberapa tahun kemudian.
Kemudian pada 1980, diusulkan kepada Peradin agar L.BH dipisahkan dari
- Pemc’hn dap berdiri sendiri sebagai yayasan. Usulan ini pun diterima-dengan
“catatan bahwa harus ada perwalxﬂan Peradin di dalamnya, khususnya

. pada tmgkat Dewm  Penyantun. Yayasan iru kemudian bernama Yayasan

‘Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). .

Pada 1980, konsep bantan hukum stiule:uml m{,n]adi arus utama
LBH menuju kerangka uatuk pendampingan hukum kolekdf. Dengan
diperkenalkannya konsep ini, - bantuan hukum dibarapkan menjadi aktivitas
janglka panjang dan tertuju pada arah yang benat menuju perubzhan struktur
yang berguna. Oleh karena itu, fokus akhir LBH telah dlub'zh dari skerna litigasi
menjadi non-litigasi.” Aspelc non-litigasi dati program EBH melipud aktivitas
yang luas, mencakup kritik politis-yuridis, penelitian, publikasi, pendidikan,
dan kegiatan sosial. Aktivitag-aktivicas ini bermaksnd untuk menimbulkan
kesadaran hukum masyarakat dan mengerahkan potensi reformasi.

Kenyataannya, terminologi bantuan hukum struktural pertama kali
diperkenalkan kepada Buyung oleh Paul Moedigdo Mocliono yang menyatakan
bahwa aksi seperti berdid melawan buldozer militer, memprotes DPR,
mendirikan komisi-komisi, konselidasi dengan para jurnalis, dalam teori
sosiologis adalah aksi stuktural dan bukan bantuan hulsom tradisional. Setelah
itn, Buyung menggunakan terminologi sebagai topik untuk diskusi, seminar,
norkshgp, dan konferensi. Akhiraya pada 198, terminologi tersebut diterima
sebagai konsep bantuan hukum yang disediakan oleh TBH. Hal ini selanjutnya
dikembangkan olch pelalar-pelaku utama di LBH, dan menjadi pondasi atas
realitas melawan ketidakadilan serukiural dalam kerangka rezim Orde Baru.®

7 Kastotius Sinaga, LSM &/ Indonesia, Sebuah Studi tontang Peran 1SM datasr Proses
Pcfizbzmamzdﬂ Saarbrucken: Verlag fisr Fnewicklungspolitik Breitenbach Gmbh,

§ Soenardi sekali lagi menyatakan bahwa bansuan hukum strukeural versi LBH
lebih menckankan pada peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat daripada
petnbelaan di pengadilan arau arbitrase buruh. Hal ini termasak delam mendidik
masyarakat tentang hal-hak mereka dan bagaimana berpartisipasi dalam hukum.
Ide bantuan hulkum strukwural diperkenalkan pada tahun 1977 ketika hampir semua
advokat berpikir bahwa bantuan hukum diperlukan untuk membela fakis miskin,
meskipun hal ini ddak mudah bagi advokat unruk bekerja secara individa dalam

PPT Ty e e 4, A r A A T . J.. 1 i | L 1 1 . 1 ILt i1
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qua mhun 1990311 YLBHI ‘cehh mempem am visi dan strukeur -
-opeiasmﬂaln}@ quajcmen YLBHI sangat kritis ‘dan responmf
teshiadap. lapomn laporan dart masy: arakat; ‘Organigasi ini‘begitu peduli
' tethadap peranan YLBHE scb'lgfu model yang patut dipanuti-cleh
masyarakat’ dengan ‘cara mcmngkatkan demokratisasi secara internal
‘dan- Lclembmfﬂn dan pemb’uuan Relembagam ditubuh’ mana]emcn'
O YLBHE Se‘mgu Lambahan YLBHI snengakui perlunya pcﬁgembangqn_.'.
'-sumber daya manugia’ unguk: mc,munolmlkan pel qomh’mm mememﬂn s
runtutan kompl&ks da11 pendd\atan stmkmral LI

2. Pei’keﬁﬁbangén Koﬁsép Bantuan Hukum di Indonesia serta
Ka;tmnnya dengan Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Negara

a. Konsep Eantuan Hukum Struktuxai Perlu }Jlkorekm untuk
Dlterapkan E’qsca—@rde Baru . '

“Konsep bantuan hukum yang diterapkan oleh YLBHI selama-ini
adalah bantuan hulom steuktural yang mengacu kepada upaya merombals
ketidakadilan dalam sistem sosial. Bantuan hukum struktural tidak saja
diarabkan untuk membantu individu-individu dalam kasus-kasus tertentu,
tetapi juga menekankan kasus-kasus yang bersifat strukiural '

Melibat kepada rumusan yang dijelaskan di atas mengenai bantuan
hukum strukrural, maka sejak reformasi tahun 1998 sudals terjadi perubahan
tatanan-dalam masyarakat dan pemerintahan, di mana masyarakat madani
menjadilebih luat dibandinglkan masa Orde Baru dan pemerintahan pasca
Soeharto tidaklah represif sebagaimana peadahulunya.

- Sejak era reformasi digulirkan, sudah tidek ada lagi lembaga
exctra-jndicial seperti Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban
(Kopkamab). Masa ini juga ditandai oleh dihapuskannya Dwifungsi
ABRI, pemberiakuan sistern muld partai dalam sistem politik Indonesia;
pencabutan UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan
Subversi, dan diundangkannya Undang-Undang Ne. 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, serta dengan adanya pengadilan hak asasi

inisiatif Adnan Buyung Nasution vang didukung oleh Peradin. Pada rahun 1977,
Socnardi adak 1h Sekretarts Jenderal Peradin di bawah kepemimpinan Suardi Tassif,
pimpinan Pcmgim Dia secara pribadi berpikir bahwa bantean hukum seruletural vang
dirancang sejak semula belum berhasi! dalam mendidik masyarakar untuk menyadari

hak-hak meyeka,
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manusia sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap peslindungan
hak asasi manusia di Indonesia. Indikator lain bahwa pemerintah sudah
membenkan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah dengan
dﬂxeluali&annya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak
berlakunya lagi Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP mengenal penyebaran
- permusuhan; kebencian, atau penghinaan teihadap pemenmqh yang
- Iebih dikenal sebaga: hanizaai ariefelen.”
' Pemberdayaan dan pembelaan fakir miskin sekarang dilakulan tanpa
' h'xrus menempatkan Organisasi bantuan hinkum sebagai oponen dari
pemetintah; sebaliknya organisasi bantuan hukum harus menempatkan
dirf sebagai mitra kerja untuk mengentaskan kemiskinan melalui program
bantuan hukum. Program bantuan hukum dilakukan secara menyelurah dan
dijadikan suatu gerakan nasional yang mengajak seluruh unsur masyarakat
untuk memperkenalkan dan mendorong bantuan hukum bagi fakir miskin
agar tercapai suata kondisi kehidupan yang nyaman bagi semua orang,

. Oleh karena itu, bantuan hukum strukeural yang dikembangkan
oleh YLBHI selama ini perlu dikoreksi mengingat perkembangan politik
sekarang, sistem politik telah berubah sccara drastis di mana negara
tidak sekuat dulu dan rakyat sekarang setara kedudukannya dengan
negara, Perubahan drastis ini antara lain terlihat dari pemilihan kepala
pemerintahan, baik di tinglat pusat maupun daerah. Selain pemilihan
presiden secara langsung, juga terdapat pemilihan kepala daerah di setiap
daerah secara langsung,

b. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemberian Bantuan Hukum

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan
1997 telah menyebabkan bertambahnya penduduk yang hidap di
bawah garis kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah
penduduk ‘miskin di Indonesia pada Maret 2008 adalah sebesar 34,96
juta jiwa (15,42% daxi total penduduk Indonesia). Data statistik fakir
miskin tersebut membuktkan bahwa pemberian bantuan hukum
sangat penting, agar fakir miskin memperoleh akses vang tepat untuk
memperoleh keadilan.

* Patusan MK No. 6/PUU-V/2007 tanggal 17 Juli 2007, Sclain terhadap Pasal
154 dan 155 KUHP, MK juga telah menyatakan tidak berlakunya lagi Pasal 134, 136
bis, dan 137 ISUHP mengenai penghinaan terhadap presiden (Putusan MK No. 013-

022/ PUT-TV /2006 tanggal 6 Desember 2006).
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- Dalam pemberian bantuan hukum, perlu diperhatikan bahwa yang

: haxus memperoleh bantuan ‘hukuin adalah fakir miskin dan. diberikan

secara cuma-cuma. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma

(pro deo atan pro bowo publics) kepada masyarakat yang lemah dan miskin,

bail di dalam maupun diluar pengadilan, merupakan bagian dari fungsi

- _dm peranan advokat dalam memperjuangkan hak asasi manusia,-

_ -Akses terhadap keadilan adalah halk asasi manusia. di: bidang hulkuim
y'u:}g diatur dalam Pasal 14 (3) hur uf d International Covenanton Civiland

Political Rights ICCPR) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yangmenyatakan -

bahwa setiap orang berhak atas pengaluan, jaminan, perlindungan dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukam,

Adapun Pasal 14 (3) huruf d ICCPR dan Pasal 28 D ayat (1) GUD 194:)

menyatalxﬂn sebqg’u berikut.

Pasal 14 (3) hurut d ICCPR:

“3. In the determination of any criminal charge against b, everyone shatl be
entitled 7o the following tinim guarantees, in_jull equaliiy:
(d) To be tried in bis preseice, and fo defend himself in person or through fgal
assistance of bis own choosing; to be informed, if be does ot have legal assistance,
of this right; and 1o bave legal assistance assigned fo bim, in any case where the
interests of justice 5o fegzme and withont pﬂ}’fil&’flf by bimn in any snely case if e
does 1ot have sufficient seans o pay Jor ;..

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945:

“Sediap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindnngan, dan kepastian
huenm yang adil serta perlaknan yang sama di hadapan bukum.”’

Mengacu pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala
warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum, dapat disimpulfan
bahwa UUD 1945 mengakui bahwa batk orang mampu mavpun fakir maskin
mempunyai hak yang sama untuk dibela oleh advokat aran pembela umum.
Adapun bunyi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah sebagai berilast.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

“Segala warga negara bersapiaan kedudukannya di dalam hakum dan
pewmierintaban dan wajih menjunjung bukum dait pemeriniaban it dengan

fidak ada Recialinya’,
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© Oleh larena itn, bantuan hukum sebagai konkretisasi hak fakir
miskin untuk dibela oleh advokat atau pembela umum merupakan
: baozan dari-pengakuan persamaan di hadapan hukum {equality before the
-[fw), yaitu keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang
Menutut Aristoteles, eguality before the law berasal dari pengakuan atas hak
' kebebasm individu (éndividsel freedom) dalam disiributive justice, vaitu keadilan
: 'vang mempersoall\.an bagjammm fnegara atau masvamk’tt membagi-bagi
. sumber daya itu kepada orang-orang. Kalau persamaan di hadapan hukum
dijamin di dalam konstitusi, maka harus diimbangi pula dengan persamann
perlakvan (egnal treaimend), artinya semua orang harus diperlakukan sama
agar tercapai keadilan bagi semwua orang (justice for alj).

7 Dalam Pasal 34°ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Fakir
miskin dan apak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” dapat dilihat
tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum. Berdasarkan
ketentean dalam pasal tersebut, negata mengakui hak ekonomi, sosial,
budaya, sipil, dan politik dari fakir miskin. Penegasan sebagaimana
diambil dari ketentuan ini memberikan implikasi bahwa bantuan hukum
bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara.
Namun, karena UUD 1945 tidak mengatur secara tegas tentang bantuan
hulum, maka bantuan hukum perlu diatr dalam UUD 1945, Tanggung
jawab negara tersebut dapat berbentuk pengalokasian dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi pelaksaan program
bantuan hukum. Mekanisme ini dapat dilakukan dengan membentuk
suatu lembaga pengalokasian dana yang independen, yang selanjuenya
dapat discbut sebagai federasi bantuan hukum,!® serta: mencakup seluruh
W1layf1h Indonesia.

¢. Masa Depan Bantuan Hukum di Indonesia

" “Masyarakat, dalam hal ini faldr miskin, menginginkan bantuan hukum
yang tidak bersifat diskriminatf. Masyarakat membutuhian pembelaan
dalam menghadapi masalah-masalah hukurm tanpa membedakan bidang
hukum apa yang sedang dihadapi dan jenis hak asasi manusia apa yang
dilanggar. Masyarakat mendambakan pula organisasi bantuan hukum
yang memberikan jasa berupa penyuluhan-penyuluhan hukum tentang

" Lembaga semacam ini di Amerika Serikat dikenal dengan nama Legal Service
Corporation (1.8C), yane pada 1988 menvedialan dana sehesar 1SS 305 5 jueauntels

324 organisasi bantuan hukum di 50 negara bagian.
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hak asasi manusia, piOS(:‘S hukum, hal untul& dlbel“i oic:h advokat cim

lzun sebagamvfz : ' ' ' : '
~Masa-depan: bantuan huLum d1 Ind()ncsm 1d’1hh dahm bcntui».

bmman hukum yang tidak-diskriminatif, yaitu konsep bfmm‘m hulam

yang responsif. Bantuan hukum. responslf mempakan bantuan. hukum

‘yang diberilcan. ixepadq £akir miskin secara cuma-cuma dan, menyeluruh -
'itaehputl semua bidang: hul\um dm hak: asasi. manusia demi mencapaz
: Lc.ac]ﬂan chiam Ler@_ng ka mewu]udkan pexsamqm d1 hadapm huLum ‘i:agz__- -

semua orang;’ I‘&onsep ini mengacu pada semua bldang hukun dan | jenis

hal: asasi-manusia-tanpa. memprioritaskan: bidang hukum dan jenis hak

asasi manusia tertentu, serta tan_p_a membedakan pembelaan, baik perkara

individual maupun perkara kolektif. Dengan demikian bantan hukum

responsif-diharapkan ‘dapat terdiri das: berb’lG’Ll model bantuan hulm

antara lain sebagai berikut. .. - ' . N

1.:Bantuan bukum model Vundls mchvlduql yaltu bfmtmr; hukuam
merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk

- melindungi kepentingan-kepentingan individual. :

2. Bantaan hukum-model kesejahteraan, vaitu bantuan hukum

merupakan suatu-hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari
- kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara
“kesejahteraan (welfare siaie).!!

3. Bantuan hukum preventif, merupakan bantuan hukum yang
dilaksanakan dalam bentuk pemberian keterangan dan penyuluhan
hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengerti akan hak dan
kewajihannya sebagai warga negara. :

4. Bantuan hukum diagnostik, di sini bantuan hukum dilaksanakan
dengan cara pemberian nasihat-nasihat hukum atau dikenal dengan
konsultasi hukam.

5. Bantuan hukum pengendalian konflik, bantuan hukum ini lebih
bertujuan untuk mengatasi secara aktif permasalahan-permasalahan
hukum konkret yang terjadi di dalam masyarakat.

6. Bantuan hukum pernbentukan hukum, bantuan ini dimaksudkan untuk
memancing yurisprudensi vang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar.

' Model bantuan hukum yang dikembangkan oleh Cappelierd dan Gordiey datam
artikel yang berjudul “Legal Aid Moderss Themes and Variaffons”. Lihat Binziad Kadafi,

Ak ; Adunkat lndosesiz Mesrars 1 giii $ALEE GQL"‘H'T‘Q‘ Pasar Spadi Haalenm dan ny-‘lwiéfﬂ:'!n
Indonesia, 20013, him. 158,
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7. ":Bautu‘lri ‘hukum: pembaruan hukum, merupakan bantuan hukum
Cyang usaha-usahanya lebih: ditujukan untuk mengadakan pembaruan
“whukum, baik mclalui hakim atau melalui pembenm < undang-uﬂdang
(d‘ﬂam arti matenﬂ) 12 :

_ Dl dﬂam Lonsep bantuan hukum 1ebponslt kebutuhan akan
e bfmtmn hukum, di mqsmg—mqsma dqerah di Indonesza berbeda- bcda

.""Lebutuhqnnm mlcmntung Lepada prlol' as ‘masing-masing daemh jﬂﬂ

'_.;dl suatu daerah’ l\ebutuhan' mqsvfxrftkatnva qdahh di bld‘tné hukum
ctenaga xer]'mﬁ maka ongzmsqa b’tntuan hukiim' setempat akan
mem?esuml\.an dnl dencmn ];ebutuhan urgensi, dan prioritas dasi dacrah
telsebut Scbagfu conioh organisasi bantuan hul\um di jawa Tengah
akan mempriomaslxan chada pembelaan tenaga kerja di Jawa Tengah
vang tidak memperoleh perlindungan pembelaan dalam bidang hulkum
ketenagakeriaan dan pelanggaran hak asasi manusia berupa perlakuan
yang tidak manusiawi, serta kondisi kerja yang tidak layak.

Sedanglkan di daerah lain yang masyarakatnya membutuhkan
pembelaan di bidang hukum adat, khususnya penggusuran masyarakat
dari tanah adatnya”, maka pembelaan oleh organisast bantuan hukum
setempat chpﬂomas can pada pembelaan bidang hukum dan hak asasi
manusia yang difanggar berupa hak untuk memperoleh petlindungan
atas harta bendanya (right i proper)). Sebagai contoh, organisasi bantuan
hukum di Jawa Barat lebih memprioritaskan kepada pembelaan dalam
bidang hulkum agraria, khususnya hukum tanah adat dan pelanggaran
dalam ‘bidang hak asasi manusia berupfa hak untek memperoleh
pezlmdungfm atas harta benda.

P Konsep bantuan hukum menurur Schuyt, Groenendijk, dan Sloot. Ihid.

1 Permasalahan agraria adalah isu vang paling krusial dalam masyarakat,
l\mum berhubungan langsung dengan kepentingan masvarakat banyak, Beberapa
pcrmasrxlahdn antara lain, pertama, /afid refornt kaitannya dengan pembagian tanah untuk
rakyat miskin melalui pola transmigrasi, dan batas maksimal luas tanah yang dapat
dimiliki atan dikoasai olel badan hukum dan perscorangan. Kedra, pertentangan antara
hak ulayat dan negara (hak adat dan tanah negara). Hal ini seringlcali menimbulkan
konflik antara negara dan masyarakat. Dalam kasus tertentn, hak negara tersebus
sudah dialihkan kepada swasta, sehingga menimbulkan konflik antara sweasta dan
masyarakat. Libar Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, "Rencana Kerja
Anggaran Kementerian dan Lembaga (RIKAKL) Tahun Anggaran 20087, disampaikan
dalam rapet dengan anggota Komisi [1I Dewan Perwakilan Ralkyat Republik Indonesia,

Jakarea @ Juli 2007, him. 3-4.
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Konsep bantuan hukum responsif ‘mengacu pada semua bidang

hulsum dan jenis hak asasi manusia tanpa memprioritaskan bidang hukum -

- danjenis hak asasi manusia tertenti. Untak menyukseskan konsep bantuan
* hukum responsif, bantuan hukum harus menjadi gerakan nasional yang

didukung. oleh negara dan masyarakat. Peran organisasi advokat yang .

Jndependen dan zmpfusml juga akan sqngat memb’mtu terwujudnia -

.Lonsep bantuan hukum 1esp01151f Uﬂtuk mengatur terselenggamnva.'.

_ '_".'bmtuan hulxum 1espon51f chperlulﬂn undang-undang bantuan hukum
' yang mengatur semua mekanisme dan bal-hal teknis seperti. pendtrmn :

organisasi bantuan hukum, penoumpulan dana, pembetian bantuan
hukum, penesima bantuan hulum, dan pendanaan kegiatan, opelamonal
Undang—undang bantuan hukum inilah yang nantinya akan diandalkan
untuk metekayasa masyarakat, dalam hal ini fakir miskin, agar men;acﬁ
rahu dan mengerti akan hak-halknya dan tahu cara memperoleh banman
hukum sebagal hak konstitusional mereka.

C. Penutap

Pada hakekatnya, masyarakat dalam koateks negara hukum yang
menjunjung tinggi hak asast manusia dan demokrasi selalu mencari
jasa hukum (Zega/ services) dan pembelaan (fitigarion) dari pata advokat.
Dan, advokat memang dididik dan dilatith untuk melindungi
kepentingan masyatrakat. Oleh karena icu, profesi advokat selalu
disebut-sebut sebagai profest mulia atau profesi terhormat (gffrcizm
nobile), yang artinya, pengemban profesi advokat harus memiliki sikap
dan tindakan yang senantiasa menghormat hukum dan keadilan,
sebagaimana kedudukannya sebagai #be officer of fhe conrt. Salah satu peran

dan fungs: advokat adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-
cuma kepada fakir miskin. Selain itu, pemberian bantuan hukum harus

disertai dengan upaya memberdayakan masyarakat dengan menjelaskan

tentang hak asasi manusia mereka. Perlu disadati pula bahwa masyarakat
bukanlah obvek represi dari rejim otoriter, tetapi merupakan subyek
hukum yang mempunyai hak selain kewajiban sebagai warga negara,
Kondisi sosial dan politik Indonesia pada era reformasi saat ini
berbeda dengan kondisi sosial dan politk pada masa Orde Baru, di
mana Pemerintah Indonesia kini tidak otoriter seperti pada masa lala.
Dilain pihak, jumlah fakir miskin sejak masa-masa awal reformasi masih
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cukup ‘besar.-Oleh karena konsep bantaan hukum di Indonesia yang
- dapat melindungi hak konstitusional fakir miskin dalam pembangunan
“hukum nasional adalah konsep bantuan hukum respoasif.
Pemberian bantuan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab
advokat tetapi juga menjadi tanggung jawab negara mengingat hak untuk
memperoleh bantuan hukum merupakan hak: konstitusional warga
_ ﬂegara Ta gunw ]a\mb negara. telscbut d'ip‘at berupa pengalokasmn
" chharapkan '1dvolmt dan negara dqpat men]ahnkan tugfls serta pemn
dan fungsinya dalam memberikan bantuan hukum kepada fakir miskin
sebagai salah satu bensuk penghargaan terhadap hak asasi manusia,
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